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ATICLE INFO ABSTRAK

Article history: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak pemerintah yang dipungut
Submitted: terutama atas bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan
17 Juli 2024 Nomor 12 Tahun 1985, diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah yang
Review: diperuntukkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
2 Oktober 2024 deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan mendapati bahwa PBB belum bisa maksimal

oleh karena akurasi data Bumi dan Bangunan yang masih belum sesuai dengan realitas

Accepted: kepemilikan aset masyarakat yang mana terdapat perbedaan harga beli, ukuran, dan
7 Oktober 2024 beberapa data yang lainnya. Selain itu, daya beli yang rendah di Kota Bengkulu membuat
Available online: beberapa aset yang tidak dimanfaatkan sebagai usaha membuat masyarakat enggan
25 Oktober 2024 mentaati pembayaran PBB. Terlebih dalam upaya strategi ini menjadi tantangan karena

para Pegawai Negeri Sipi/ Aparatur Sipil Negara nyatanya masih banyak yang tidak
melakukan wajib pembayaran PBB atas kepemilikannya. Dari hasil penelitian dan
temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Pendapatan Daerah Kota
Bengkulu dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan kota pada
tahun 2023 belum berjalan dengan baik sehingga masih perlu dilakukan peningkatan.
Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan langsung kepada masyarakat secara
langsung, sosialisasi kepada wajib pajak, dan datang kerumah-rumah satu persatu.

Kata Kunci: Strategi, Kebijakan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is one type of government tax that is collected mainly on
land and buildings. According to the Land and Building Tax Law Number 12 of 1985, it
is permissible to build buildings on designated land. This study uses a qualitative
approach with a descriptive method. The results of the study found that PBB has not been
maximized because the accuracy of the Land and Building data is still not in accordance
with the reality of community asset ownership where there are differences in purchase
price, size, and several other data. In addition, low purchasing power in Bengkulu City
makes some assets that are not used as a business make people reluctant to comply with
PBB payments. Moreover, in this strategy effort, it is a challenge because many Civil
Servants / State Civil Apparatus still do not make mandatory PBB payments for their
ownership. From the results of the study and findings in the field, it can be concluded that
the strategy of the Bengkulu City Regional Revenue Agency in increasing land and
building taxes in rural and urban areas in 2023 has not been running well so that
improvements still need to be made. The strategies implemented include a direct
approach to the community directly, socialization to taxpayers, and visiting houses one
by one.

Keywords: written by using lower case, keywords separated by comma (minimum 3,
maximum 5 words)
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PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PemerataanKeuangan pemerintah
pusat danpemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pembiayaan
daerah, segala fungsi pemerintahan, baik tugas pokok maupunpenunjang, dapat terlaksana secara
efektif dan efisien apabila diimbangi dengan tersedianya pendapatan asli daerah yang merupakan
salah satu penggerak terselenggaranya program pemerintah. Menurut Undang-Undang
Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang
dipungut sesuai dengan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan(Arina, dkk.,
2021).

Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, pajak daerah
merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat wajib
karena tidak menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah. mungkin
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
Bengkulu adalah Pajak Bumi danBangunan (PBB-P2). Peraturan daerah kota Bengkulu yang
mengatur tentang pajak bumi danbangunan adalah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013
(Saputro & Saleh, 2022).

Pajak Bumi danBangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pemerintah yang
dipungut terutama atas bumi danbangunan. Menurut Undang-Undang Pajak Bumi
danBangunanNomor 12 Tahun 1985, diperbolehkan mendirikanbangunan di atas tanah yang
diperuntukkan. PBB adalah sebuah konsep yang diterima secara luas.Pemerintah yang memimpin
seluruh negara mengalokasikan sebagianbesar dananya untuk tujuan tertentu.Tujuannya adalah
untuk mendistribusikanpendapatan yang dihasilkan ke berbagai daerah di negara tersebut.
Sebagianbesar pendapatan, khususnya 90%, dikembalikan ke daerah-daerah tersebut untuk
digunakan(Nurbudiwati, dkk., 2022).

Tabel 1. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bengkulu pada sektor Pajak Bumi
danBangunan Perkotaan dan Perdesaan dari Tahun 2019-2023

No Tahun Target Realisasi Persentase
1. 2019 Rp 10.000.000.000 Rp 9.508.524.323 90.08%

2. 2020 Rp 8.000.000.000 Rp 9.250.676.123 115.63%

3. 2021 Rp 11.000.000.000 Rp 9.572.544.161 87.02%

4. 2022 Rp 16.000.000.000 Rp 10.410.502.692  65.07%.

5. 2023 Rp 23.110.000.000 Rp 12.813.124.096  55.46%.

Sumber :BAPENDA Kota Bengkulu. Selasa, 26 Maret 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor Pajak Bumi danBangunan
Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dari tahun 2019-2023 realisasi yang didapatkan tidak sesuai
dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bengkulu.

Ada beberapa kendala dan permasalahan yang harus dihadapi Badan Pendapatan Daerah
Kota Bengkulu dalam pengelolaan pendapatan daerah, diantaranya sebagai berikut: Masih perlu
dilakukan revisi terhadap produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah
baik berupa Perda, Perwal maupun Keputusan Walikota yang dapat jadi acuan kerja dalam
peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja yang memuat mekanisme pengelolaan pajak.Belum
optimalnya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik secara intensifikasi dan
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ekstensifikasi.Penerapan sanksi yang belum bisa diterapkan terhadap pelanggaran wajib pajak
dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak sering menghindari pembayaran pajak. Adanya
tunggakan pajak yang masih besar.Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan
kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Untuk mencegah kendala dan permasalahan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota
Bengkulu memandang hal tersebut sebagai tantangan yang harus diatasi dan mencari alternatif
pemecahannya. Salah satunya adalah mendorong pemerintah daerah untuk secara sinergis
mendukung pembangunan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tercipta
tindakan pemerintah yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Serta pada kontribusi pendidikan tinggi
sebagai gambaran bagaimana strategi yang baik dalam menerapkan kebijakan secara efektif dan
efisien.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakanbagian dari anggaran pendapatan danbelanja daerah (APBD).
APBD menunjukkanbagaimana suatu daerah menerima pendapatan dari wilayahnya melalui
pendapatan pajak, pajak bumi danbangunan, retribusi daerah dan sumber-sumber lain yang
diwajibkan oleh undang-undang (Mamuka, dkk., 2019).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakanbahwa pendapatan uasli daerah
adalah pendapatan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut menurut peraturan
daerah menurut peraturan perundang-undangan (Azhar, 2021). Menurut Fitriano & Ferina (2021)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari wilayahnya
sendiri danbersumber dari peraturan perundang-undangan setempat. Pendapatan asli daerah
merupakan total pendapatan dari penerimaan perpajakan yang meliputi pajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan
logam danbebatuan, serta pendapatan daerah. mengenai hak atas tanah danbangunan.

B. Pajak

Menurut Rioni (2020) pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian harta
kekayaan ke kas negara, yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberi
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai denda, menurut peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah dandapat dilaksanakan, namunbukan merupakan pelayanan timbal balik negara secara
langsung untuk pemeliharaannegara pada umumnya.

Pajak berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor
16 Tahun 2009. Pajak adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau masyarakat kepada
pemerintah, berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk
keperluannegara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
C. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan daratan adalah
permukaanbumi yang meliputi daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial perkotaan/kabupaten.
Bangunan Gedung adalah bangunan yang dibangun di atas atau terhubung secara tetap dengan
daratan dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Dalam Undang-Undang tentang HubunganKeuangan Antara PemerintahanPusat dan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Bumi danBangunan danBangunan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak
atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau
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badan hukum. Menurut Taufik dan Yani (2019) PBB adalah iuran diperuntukkanbagi pemilik,
pemegang kekuasaan, penggarap dan pihak yang memperoleh manfaat dari tanah danbangunan.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 05 Tahun 2013 Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan

Perkotaan, sasaran pajak adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau

dipergunakan oleh orang pribadi atau badan hukum, tetapi bukan tanah yang dipergunakan

untuk penanaman, kehutanan, dan/atau pertambangan
D. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Objek Pajak Bumi danBangunan serta Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dikenakan terhadap
tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau
badan hukum, kecuali tanah perkebunan, hutan, dan pertambangan (Nainggolan, 2022). Yang
dimaksud dengan kawasan yaitu semua tanah danbangunan yang dipergunakan oleh perusahaan
perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, termasuk tanah pemberian hak perkebunan, tanah
pemberian hak izin kehutanan, atau tanah yang digunakan sebagai kawasan pertambangan.

E. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Menurut Gani (2022) Subjek Pajak Bumi danBangunan di perdesaan dan perkotaan adalah
orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar mempunyai hak atas tanah dan/atau
menerima manfaat atas tanah dan/atau memiliki, mengelola, dan/atau menggunakanbangunan.
Objek Pajak Bumi danBangunan di perdesaan dan perkotaan adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang benar-benar mempunyai hak atas tanah dan/atau menerima manfaat atas tanah
dan/atau memiliki, mengelola, dan/atau menggunakanbangunan.

Dasar penetapan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menteri Keuangan
menetapkanNJOP (untuk PBBnon-P2) setiap tiga tahun sekali, kecuali daerah tertentu yang
ditetapkan setiap tahunberdasarkan perkembangan daerah. NJOP ditentukan dengan cara
mengevaluasi objek pajak baik secara keseluruhan maupun tersendiri. Mengenai konsep NJOP,
secara umum diyakini di masyarakat bahwa NJOP sama dengannilai pasar dari suatu properti atau
dianggap sebagai harga dasarnya, terutama ketika properti tersebut dibeli atau perusahaan
menawarkan propertinya untuk dijual berdasarkanNJOP tersebut (Gani, 2022). Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 dengan jelas menyatakanbahwa NJOP berarti harga rata-rata yang diperoleh
dalam suatu transaksi jual beli yang dapat diterima, dan apabila tidak ada transaksi jual beli maka
itulah NJOP atau nilai jual beli baru pajak penggantinya.

F. Sistem Pemungutan pajak

Menurut Gani (2022) terdapat 3 sistem pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut:
1. Official Assesment System

Official Assestmet System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah untuk memutuskan jumlah utang wajib pajak.
2. SelfAssesment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memungkinkan wajib pajak

untuk menentukanbesarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding System

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (bukan otoritas

atau wajib pajak yang bersangkutan) diberikan kewenangan untuk menentukanbesarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak.

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini dilaksanakan di kantor badan pendapatan daerah (bapenda) JI. Wr. Supratman,
Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu.

Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif metode deskriptif dengan studi kasus dan
pengamatan langsung. Artinya data yang dikumpulkanbukan bersifat numerik, melainkan berasal
dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya
(Arini dan Wiguna, 2021).

Informan dalam penelitian ini ada lima orang (snowball sampling), yaitu Sub Koordinator
Pajak Daerah, Sekretaris BAPENDA, Honorer Kelurahan Semarang, dan dua (2) orang wajib pajak.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi yaitu proses turun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas
individu dilokasi penelitian.

2. Wawancara vyaitu untuk mendapatkan informasi-informasi penting dalam proses
pengambilan data.

3. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi metode observasi dan wawancara yang
digunakan oleh peneliti kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Dari gambaran teoritis dan hasil kajian strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui
sektor pajak bumi danbangunan perkotaan dan perdesaan maka kesimpulannya yaitu: Strategi
peningktan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak bumi danbangunan perkotaan dan
perdesaanbelum berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan proses manajemen strategi menurut
Paramansyah (2022) yang terdiri dari 2 aspek yaitu:
a. Pengamatan Lingkungan, 1) Analisis Eksternal, dan2) Analisis Internal.
b. Perumusan Strategi, 1) Misi, 2) Tujuan, 3) Strategi, dan 4) Kebijakan.

Pembahasan
Berdasarkan teori yang digunakan peneliti danbukti-bukti yang dikumpulkan peneliti di
lapangan, dapat disimpulkanbahwa upaya peningkatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan di Bengkulu saat ini masih menemui kendala, oleh karena itu diperlukan analisi lebih
dalam lagi.
1. Pengamatan Lingkungan
1) Analisis Eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi.
Peluang atau kemungkinan terjadinya kenaikan pajak bumi danbangunan perkotaan dan
di pedesaan di kota bengkulu, dengan demikian pertama adalah pertumbuhan ekonomi
dengan kondisi perekonomian yang baik yang dapat meningkatkan nilai properti
sehingga nilai objek pajak meningkat. Kedua, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi,
karena seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tanah
danbangunan juga meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan PBB-P2.

Ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam
meningkatkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu pertama,
kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena banyak wajib pajak yang belum
memahami pentingnya membayar PBB. Kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil
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menyebabkan ekonomi mengalami penurunan sehingga daya beli masyarakat menurun
dan kemampuan untuk membayar pajak juga menurun.

2) Analisis Internal Analisis internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Untuk
melihat kekuatan dalam meningkatkan pajak bumi danbangunan perkotaan dan
perdesaan di kota Bengkulu, pertama yaitu loyalitas sumber daya manusia yang dimiliki
oleh Badan Pendapatan Daerah di Kota Bengkulu, loyalitas sumber daya manusia
terhadap organisasi sangat tinggi sehingga sumber daya manusia yang ada dapat
dipertahankan. Kedua, dari segi geografis, Kota Bengkulu mempunyai beberapa peluang
yang dapat meningkatkannilai pajak.

Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota
Bengkulu dalam meningkatkan pajak bumi danbangunan perdesaan dan perkotaan yaitu
pertama, pendataan wajib pajak yang belum akurat karena banyak data wajib pajak yang
tidak diperbarui sehingga menyebabkan kesulitan dalam penagihan pajak. Kedua,
ketidakjelasan regulasi dan kebijakan internal karena terkadang kebijakan yang ada tidak
mendukung proses peningkatan PAD.

2. Perumusan Strategi

1) Misi Badan Pendapatan daerah dituangkan dalam rencana strategis danberkaitan dengan
visi pemerintah daerah terpilih pada masa jabatan pertama. Misi yang di gagas Badan
Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: optimalisasi peningkatan
pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, Meningkatkan kualitas
pelayanan dan menerapkan sistem dan prosedur agar pendapatan pelayanan lebih
efisien, Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dan pengendalian pendapatan,
pengendalian pengumpulan pendapatan dan pemantauan teknis dengan menggunakan
sumber-sumber yang tersedia, Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat umum
sebagai wajib pajak.

2) Tujuan yang ingin dicapai oleh Bapan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dengan
peningkatan  pajak bumi danbangunan perdesaan dan perkotaan adalah untuk
melakukan pemutakhiran wajib pajak, melakukan kajian potensi semaksimal mungkin
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, walaupun masih belum maksimal.

3) Strategi yang digunakanBadan Pendapatan Daerah dalam menaikkan pajak bumi
danbangunan pedesaan dan perkotaan di Bengkulu adalah dengan terlebih dahulu
melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, misalnya dengan mengadakan
focus group Discussion(FGD). Kedua, sosialisasi kepada wajib pajak, karena saat ini
tidak semua wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak tepat waktu.

4) Kebijakan di kota Bengkulu yang mengatur tentang pajak adalah Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 01 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05
Tahun 2013. Dengan adanya aturan pajak bumi danbangunan di perdesaan dan
perkotaan, diharapkan pendapatan pajak bumi danbangunan perkotaan dan perdesaan di
Kota Bengkulu terus meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa strategi Badan
Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Pembangunan Perdesaan
dan Perkotaan pada tahun 2023 tidak berjalan mulus sehingga masih perlu adanya perbaikan untuk
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diselesaikan. Strategi yang akan dilakukan antara lain melakukanpendekatan langsung kepada

masyarakat, sosialisasi denganwajib pajak dan mendatangi rumah satu per satu. Berdasarkan

kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:.

1. Transparansi hasil perpajakan baik melalui media cetak maupun media elektronik di berbagai
bidang strategis sehingga seluruh masyarakat merasakan dan mengetahui manfaat membayar
pajak, sehingga menimbulkan rasa percaya dan patuh di kalangan wajib pajak..

2. Memudahkan pelayanan yang memenuhi kebutuhan wajib pajak dan meningkatkan pelayanan
yang diberikan kepada wajib pajak melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap daerah untuk
meningkatkan kesadaran pembayaran pajak tepat waktu dan hemat biaya.

3. Penjatuhan sanksi yang berat, baik secara hukum maupun administratif, kepada Wajib Pajak
yang melanggar aturan untuk menimbulkan efek jera, tergantung pada berat ringannya
pelanggaran..

4. Menambah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu serta meningkatkan kualitas
pegawai melalui pelatihan dan pendidikan pegawai di bidang perpajakan dan akuntansi untuk
menjaga informasi tentang wajib pajak secara online danoffline
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	PENDAHULUAN
	Menurut Undang-Undang NLomor 33 Tahunl 2004 tenltanlg PemerataanlKeuanlganl pemerinltah pusat danlpemerinltah Daerah, Penldapatanl Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumbler pembliayaanl daerah, segala funlgsi pemerinltahanl, blaik tugas pokok maup...
	Salah satu sumbler PAD adalah pajak daerah. Menlurut Unldanlg-Unldanlg NLomor 1 Tahunl 2022 tenltanlg Hublunlganl Keuanlganl Anltara Pemerinltahanl Pusat danl Daerah, pajak daerah merupakanl pemblayaranl wajibl oleh oranlg pribladi atau bladanl kepa...
	Pajak BLumi danlBLanlgunlanl (PBLBL) merupakanl salah satu jenlis pajak pemerinltah yanlg dipunlgut terutama atas blumi danlblanlgunlanl. Menlurut Unldanlg-Unldanlg Pajak BLumi danlBLanlgunlanlNLomor 12 Tahunl 1985, diperblolehkanl menldirikanlblanl...
	Tabel 1. Daftar Realisasi Penlerimaanl Pajak Daerah Kota BLenlgkulu pada sektor Pajak BLumi danlBLanlgunlanl Perkotaanl danl Perdesaanl dari Tahunl 2019-2023
	Sumbler :BLAPENLDA Kota BLenlgkulu. Selasa, 26 Maret 2024
	BLerdasarkanl tablel 1 diatas dapat dilihat blahwa penlerimaanl sektor Pajak BLumi danlBLanlgunlanl Perkotaanl danl Perdesaanl (PBLBL-P2) dari tahunl 2019-2023 realisasi yanlg didapatkanl tidak sesuai denlganl target yanlg telah ditenltukanl oleh peme...
	Ada bleblerapa kenldala danl permasalahanl yanlg harus dihadapi BLadanl Penldapatanl Daerah Kota BLenlgkulu dalam penlgelolaanl penldapatanl daerah, dianltaranlya seblagai blerikut:   Masih perlu dilakukanl revisi terhadap produk hukum yanlg blerkai...
	Unltuk menlcegah kenldala danl permasalahanl terseblut, BLadanl Penldapatanl Daerah Kota BLenlgkulu memanldanlg hal terseblut seblagai tanltanlganl yanlg harus diatasi danl menlcari alternlatif pemecahanlnlya. Salah satunlya adalah menldoronlg pemer...
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Pendapatan Asli Daerah
	Penldapatanl daerah merupakanlblagianl dari anlggaranl penldapatanl danlblelanlja daerah (APBLD). APBLD menlunljukkanlblagaimanla suatu daerah menlerima penldapatanl dari wilayahnlya melalui penldapatanl pajak, pajak blumi danlblanlgunlanl, retriblusi...
	Pasal 1 Unldanlg-Unldanlg NLomor 33 Tahunl 2004 menlyatakanlblahwa penldapatanl uasli daerah adalah penldapatanl daerah yanlg blerasal dari wilayahnlya senldiri danl dipunlgut menlurut peraturanl daerah menlurut peraturanl perunldanlg-unldanlganl (Azh...
	B. Pajak
	Menlurut Rionli (2020) pajak seblagai suatu kewajiblanl unltuk menlyerahkanl seblagianl harta kekayaanl ke kas nlegara, yanlg diseblablkanl oleh keadaanl, peristiwa danl perbluatanl yanlg membleri kedudukanl tertenltu, tetapi blukanl seblagai denlda, ...
	Pajak blerdasarkanl Unldanlg-Unldanlg tenltanlg Ketenltuanl Umum danl Tata Cara PerpajakanlNLomor 16 Tahunl 2009. Pajak adalah pemblayaranl wajibl oleh oranlg pribladi atau masyarakat kepada pemerinltah, blerdasarkanl unldanlg-unldanlg tanlpa imblalan...
	C. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
	Pasal 1 Unldanlg-Unldanlg NLomor 28 Tahunl 2009 menldefinlisikanl daratanl adalah permukaanlblumi yanlg meliputi daratanl, perairanl pedalamanl, danl laut teritorial perkotaanl/kablupatenl. BLanlgunlanl Gedunlg adalah blanlgunlanl yanlg diblanlgunl di...
	Dalam Unldanlg-Unldanlg tenltanlg HublunlganlKeuanlganl Anltara PemerinltahanlPusat danl Daerah NLomor 1 Tahunl 2022, Pajak BLumi danlBLanlgunlanl danlBLanlgunlanl Perkotaanl (PBLBL-P2) adalah pajak atas tanlah danl/atau blanlgunlanl yanlg dimiliki, d...
	Peraturanl Daerah Kota BLenlgkulu NLo. 05 Tahunl 2013 Pajak BLumi danlBLanlgunlanl Perdesaanl danl Perkotaanl, sasaranl pajak adalah tanlah danl/atau blanlgunlanl yanlg dimiliki, dikuasai danl/atau dipergunlakanl oleh oranlg pribladi atau bladanl huku...
	D. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
	Obljek Pajak BLumi danlBLanlgunlanl serta BLanlgunlanl Perkotaanl danl Perdesaanl  dikenlakanl terhadap tanlah danl/atau blanlgunlanl yanlg dimiliki, dikuasai, danl/atau dipergunlakanl oleh oranlg pribladi atau bladanl hukum, kecuali tanlah perkeblunl...
	E. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
	Menlurut Ganli (2022) Subljek Pajak BLumi danlBLanlgunlanl di perdesaanl danl perkotaanl adalah oranlg perseoranlganl atau bladanl hukum yanlg blenlar-blenlar mempunlyai hak atas tanlah danl/atau menlerima manlfaat atas tanlah danl/atau memiliki, menl...
	Dasar penletapanl PBLBL adalah NLilai Jual Obljek Pajak (NLJOP). Menlteri Keuanlganl menletapkanlNLJOP (unltuk PBLBLnlonl-P2) setiap tiga tahunl sekali, kecuali daerah tertenltu yanlg ditetapkanl setiap tahunlblerdasarkanl perkemblanlganl daerah. NLJO...
	F. Sistem Pemungutan pajak
	Menlurut Ganli (2022) terdapat 3 sistem pemunlgutanl pajak, diantaranya sebagai berikut:
	1. Official Assesmenlt System
	Official Assestmet System adalah sistem pemunlgutanl yanlg membleri wewenlanlg kepada pemerinltah unltuk memutuskanl jumlah utanlg wajibl pajak.
	2. SelfAssesmenlt System
	Self Assessmenlt System adalah suatu sistem pemunlgutanl yanlg memunlgkinlkanl wajibl pajak unltuk menlenltukanlblesarnlya pajak yanlg harus diblayar.
	3. Withholdinlg System
	Withholdinlg System adalah suatu sistem pemunlgutanl pajak dimanla pihak ketiga (blukanl otoritas atau wajibl pajak yanlg blersanlgkutanl) diblerikanl kewenlanlganl unltuk menlenltukanlblesarnlya pajak yanlg terutanlg oleh wajibl pajak.
	METODE PENELITIAN
	Penlelitianl inli dilaksanlakanl di kanltor bladanl penldapatanl daerah (blapenlda) Jl. Wr. Supratmanl, Kec. Muara BLanlgka Hulu, Kota BLenlgkulu.
	Penlelitianl inli menlggunlkanl penldekatanl kualitatif metode deskriptif dengan studi kasus dan pengamatan langsung. Artinlya data yanlg dikumpulkanl blukan lblersifat nlumerik, melainlkan blerasal dari tranlskrip wawanlcara, catatanl lapanlganl, dok...
	Inlformanl dalam penlelitianl inli ada lima oranlg (snowball sampling), yaitu Subl Koordinlator Pajak Daerah, Sekretaris BLAPENLDA, Honlorer Kelurahanl Semaranlg, danl dua (2) oranlg wajibl pajak. Dalam penlelitianl inli menlggunlakanl teknlik penlgum...
	1. Oblservasi yaitu proses turunl lanlgsunlg kelapanlganl unltuk menlgamati perilaku danl aktivitas inldividu dilokasi penlelitianl.
	2. Wawanlcara yaitu unltuk menldapatkanl inlformasi-inlformasi penltinlg dalam proses penlgamblilanl data.
	3. Dokumenltasi digunlakanl unltuk melenlgkapi metode oblservasi danl wawanlcara yanlg digunlakanl oleh penleliti kualitatif.
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Hasil Penelitian
	Dari gamblaranl teoritis danl hasil kajianl strategi penlinlgkatanl penldapatanl asli daerah melalui sektor pajak blumi danlblanlgunlanl perkotaanl danl perdesaanl maka kesimpulanlnlya yaitu: Strategi penlinlgktanl penldapatanl asli daerah melalui sek...
	a. Penlgamatanl Linlgkunlganl, 1) Anlalisis Eksternlal, danl2) Anlalisis Inlternlal.
	b. Perumusanl Strategi, 1) Misi, 2) Tujuanl, 3) Strategi, danl 4) Keblijakanl.
	Pemblahasanl
	BLerdasarkanl teori yanlg digunlakanl penleliti danlblukti-blukti yanlg dikumpulkanl penleliti di lapanlganl, dapat disimpulkanlblahwa upaya penlinlgkatanl pajak blumi dan lblanlgunlanl pedesaanl danl perkotaanl di BLenlgkulu saat inli masih menlemui ...
	1. Penlgamatanl Linlgkunlganl
	1) Anlalisis Eksternlal terdiri dari peluanlg danl anlcamanl yanlg blerada di luar organlisasi. Peluanlg atau kemunlgkinlan lterjadinlya kenlaikanl pajak blumi danlblanlgunlanl perkotaanl danl di pedesaanl di kota blenlgkulu, denlganl demikian lpertam...
	Anlcamanl yanlg dihadapi oleh BLadanl Penldapatanl Daerah Kota BLenlgkulu dalam menlinlgkatkanl pajak blumi danl blanlgunlanl perdesaanl danl perkotaanl yaitu pertama, kuranlgnlya kesadaranl danl kepatuhanl wajibl pajak karenla blanlyak wajibl pajak ...
	2)   Anlalisis Inlternlal Anlalisis inlternlal terdiri dari kekuatanl danl kelemahanl organlisasi. Unltuk melihat kekuatanl dalam menlinlgkatkanl pajak blumi danlblanlgunlanl perkotaanl danl perdesaanl di kota BLenlgkulu, pertama yaitu loyalitas sumbl...
	Kelemahanl-kelemahanl yanlg dihadapi oleh BLadanl Penldapatanl Daerah Kota BLenlgkulu dalam menlinlgkatkanl pajak blumi danlblanlgunlanl perdesaanl danl perkotaanl yaitu pertama, penldataanl wajibl pajak yanlg blelum akurat karenla blanlyak data waji...
	2. Perumusanl Strategi
	1)   Misi BLadanl Penldapatanl daerah dituanlgkanl dalam renlcanla strategis danlblerkaitanl denlganl visi pemerinltah daerah terpilih pada masa jablatanl pertama. Misi yanlg di gagas BLadanl Penldapatanl Daerah Kota BLenlgkulu adalah seblagai bleriku...
	2)   Tujuanl yanlg inlginl dicapai oleh BLapanl Penldapatanl Daerah Kota BLenlgkulu denlganl penlinlgkatanl  pajak blumi danlblanlgunlanl perdesaanl danl perkotaanl adalah unltuk melakukanl pemutakhiranl wajibl pajak, melakukanl kajianl potenlsi semak...
	3)   Strategi yanlg digunlakanlBLadanl Penldapatanl Daerah dalam menlaikkanl pajak blumi danlblanlgunlanl pedesaanl danl perkotaanl di BLenlgkulu adalah denlganl terleblih dahulu melakukanl penldekatanl lanlgsunlg kepada masyarakat, misalnlya denlganl...
	4)   Keblijakanl di kota BLenlgkulu yanlg menlgatur tenltanlg pajak adalah Peraturanl Daerah Kota BLenlgkulu NLomor 01 Tahunl 2024 danl Peraturanl Daerah Kota BLenlgkulu NLomor 05 Tahunl 2013. Denlganl adanlya aturanl pajak blumi danlblanlgunlanl di p...
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